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Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelotaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur ddam Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Ta}a,urr 2AZA tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
dipandang perlu menunjuk Bendatrara Pengeluaran
Pembantu pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22;

bahwa Saudari IIIIMI,SE Nip.19770319 20A6A4 2 016
yang diusulkan oleh Kepa1a Bagian La3ranan pengadaan
Barang dan Jasa dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta marnpu melaksanakan tugas sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim2|qsr6
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Satuan Keda Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Halm2hs1z Barat
Tahun Anggaran 2O22;

Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OO0 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentaag
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Hslmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
d.i Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Mengingat : 1.

Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbe nd ah ar aarr Ne gara ;

6. Undang-undang N<lmor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Daerah;
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7. undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta-hun 20os tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 2z rahun zat4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 ?ahun 2alg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1z ratrun zoo7
tentang Pedoman ?eknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7z raltun 2a2;o
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2a2L tentang Perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 ?ahun ZAL6
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halrnatrera Barat Nomor 1
Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halnnahera Barat Tahun Anggaran
2022;

16-Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2azl
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati
Hahnahera Barat Nomor 10 Tahun zaL6 tentang struktur
Organisasi Perangkat Daerah;

l7.Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2022;

Surat Kepala Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

500/95/BLP lW/ 2022, Perihal : permohonarl pergantian
Bendahara

MEMUTTISKAIT :

Menunjuk Saudari MIIUI,SE Nip.19T7O319 200604 2 AL6
sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu pada Satuan
Kerja Bagian Layar;ian Pengadaan Barang dan jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perund-ang-
undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Halmahera Barat Nomor : 32/KpTS IU2AZZ poin Z
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa dinyatalan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KEEMPAT
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TANDA TANGAN I PARAF

KtrLIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : i5 Jqni ZO2Z

BUPATI HALM'd{ERA BARAT,

JAMES UAIYG

Temihusan: Disampaikan kepada yth 
;

1" Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuaagan Perwakilan Maluku utara di rernate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs
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